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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANRG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020
kepada Pegawai Negeni Sipil, Prajunit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan
Tunjangan, dipandang perlu melakukan pembayaran
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negen Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurufl a di atas, perlu menctapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nemer 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang permbentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11

Tambahan Lembaran Negara Republik Induncsie:
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentan

Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil [Lgmbamﬁ
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahu

E{f:wcnzlmgﬂn Pemerintah dan Hewengnzggﬂ !E‘f':;nl;?r:‘agi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Ta_mE,ah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nu|1'|10r 3952); =
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10, Peralurnn Pemerintah Nomar 71 Tahun 2010 tentang
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Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor SBBT),
sebapaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Pernturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Eﬂl_ﬁ
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negurn Republik Indonesia Nomor 6402);

Pernturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolnan  Keuangan Dacrah  (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lermbaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejnbat Negara, dan Penerima Pensiun dan
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 6515);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), scbagaimana lelah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Dacrah (Berita Negara Republik L
Tahun 2018 Nomor 157); publik Indonesia
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Neperi Sind ol “_n}'}l Tahun 2020 Kepada Pegawal

Ben Sipil, Projurit Tentara Nasionol  Indonesia,
-I"":l‘l_ggum Kepolisian Negarn Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Tunjangan
yang Bersumber dari Anggarnn  Pendapatan dan
Belunjn Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 461);

18. Peraturan Dacrah Knbupaten Lebong Nomor 10 Tahun
20106 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2016 Nomor 10);

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 3 T“h“,"
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BABI1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesaluan
Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warpa negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemenntahan.

3. Hari Raya adalah hari raya [dul Fitri.

4. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara
teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan
dengan gaji.

5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana
yang bersumber dari Daftar Isian pelaksanaan
anggaran (DPA) atau dokumen lain yang
dipersamakan.
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:':;';‘:::mf‘arrmmh Pencairan Danan yang sclanjutys
P2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Badan Keuaangan Daerah selaku  Kuasa
Bendahara  Umum  Dacrah  untuk  pelaksanaan
pengelunran atas beban Anpgaran Pendapatan dan
Belanjn Dacrah (APBD) berdasarkan SPM.

BAE 11
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada :

a. PNS; . _

b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri; : -

c. PNS yang ditugaskan di luar instansi pc_:l'nr.'rmtflh baik di
dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan
aleh instansi induknya;

d. Penerima gaji terusan dari PNS5; .

Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;

Calon PNS.

=0

Pasal 3

PNS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai

dengan huruf ¢ meliputi PNS dalam jabatan :

a. administrator atau dalam jabatan yang setara
administrator;

b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan
pengawas;

¢. fungsional ahli madya;

d. lungsional ahli muda;

e. fungsional ahli pertama;

f. fungsional penyclia;

g. fungsional mabhir;

h. fungsional terampil;

i. [ungsional pemula; dan

j. pelaksana.

jabatan

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada :

a. Pejabat Negara; '

b. PNS dzflam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan
setara jabatan pimpinan tinggy;

c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama ata
- 1] u d
jabatan setara jabatan fungsional ahli utama: lam
d- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah; ’
€. yang sedang menjalani cuti di
e i luar tanggungan
f. PNS yang sedang ditugaskan di luar i i
: ; _ Instansi pemerintah
baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya
dibayarkan oleh instansi tempat penugasan T



Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yaitu scbesar penghasilan 1 (satu) bulan pada
2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)
bulan scbelum bulan Hari Raya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dibayar scbesar
penghasilan  yang scharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan
tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari
Raya.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi :

a, gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hurufl ¢ meliputi :

a. Tunjangan Jabatan Struktural; dan

b. Tunjangan Fungsional.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

diberikan bagi :

a. penerima gaji terusan dari PNS; dan

b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu
sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2
(dua) bu}tan 3&‘.‘:;11.1“1 bulan Hari Raya dan anggarannya
dibebankan pada instansi atau lemba
bekerja. ER tempat FNG

Pasal 9

Penghasilan scbagaimana dimaksud dalam P
iberi : asal 5
diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi : ayat (1)

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji '
b. tunjangan keluarga; dan gaji pokok PNS;

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
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Pasal 10

Besaran penghasilan sehagaimana dimaksud dalam Pasal
S.alm,l (1) tidak termasuk jenis tunjongan kinerja, insentif
ncrja, insentif kinerja, tunjangan bahaya, tunjangan
restko, tunjangan pengamanan, tunjaongan profesi atau
tunjangan  khusus guru dan dosen atau lunjangan
kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru  PNS,
insentif khusus, tunjangan sclisih penghasilan, tunjangan
penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang s€jenis
dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya
serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan ‘dﬁﬂﬁﬂn
peraturan perundangan-undangan atau peraturan |[m-rnal
kementerian/lembaga dan penghasilan  lain rdl luar
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan
Pasal 9.

Pasal 11

(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu)
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu
yang jumlahnya lebih besar. _

(2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu] Tunjangan
Hari Rayn maka kelebihan pembayaran terscbut
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun
janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda
maka diberikan Tumanpan Han Raya sekalipus
Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda
atau tunjangan janda/duda.

Pasal 12

{1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) tdak dikenakan potongan juran
danfatau potongan lain  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan  perundangan-undangan  dan ditanggung
pemerintah,

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 13

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan sesunj dengan
kemampuan keuangan dnerah paling cepat 10
(sepuluh) han kerja sebelum tanggal Har Raya

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya Mbégﬂ;mnna
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan

n i '
. é?ﬂi’ﬂ;‘l an Raya dapat dibayarknn setelah tanggal



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupali Nomor 21 Tahun 2019 tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negen Sipil,
Pejabat Negara dan anggota Dewan Perwaokilan Rakyat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten

Lebong Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar sctinp orang mengetahuinya, mchﬁnthknn
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 13 Mei 2020

{NBUPATI LEBnHG.?&

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei

pada tanggal 13 Mei 2020
SE ARIS DAERAH
HKAB BONG,

=

H. MUBTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 26
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